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BUPATI SABU RAIJUA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR: 14 TAHUN 2020.

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SABU RAIJUA.

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan

menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sabu Raijua, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada

Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara

MRepublik Indonesia Nomor 4936); y
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan

^ Pembinaan Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Nomor 7); <y
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